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STATUS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF SEBAGAI COLLECTING SOCIETY DI 
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK 

CIPTA DAN PERBANDINGAN IMPLEMENTASINYA DI AMERIKA SERIKAT 
(JunabikoAlty, 1510112070, Fakultas Hukum, Universitas Anda/as, 52 halaman, 2021) 

ABSTRAK 

Lembaga Manajemen Kolektifberdasarkan Pasal I angka 22 Undang-Undang No. 28 Tabun 2014 tentang Hak 
Cipta berhak untuk mengelola hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta maupun Pemilik Hak Terkait dalam 
bentuk menghimpun dan mendisttibusikan royalti melalui suatu perjanjian pemberian kuasa. Pemerintah 
Indonesia membentuk sebuah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk mewujudkan sebuah pelayanan 
satu pintu demi menyederhanakan proses pemungutan royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan status Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia dan praktek lembaga sejenis di Amerika 
Serikat. Metode penelitian dalam kruya ilmiah ini bersifat nonnatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan 
pustaka. Hasil yru1g didapat dari penelitian ini adalah ; ( 1) Konstruksi hukum dalam pembentukan lembaga ini 
dinilai kw-ang tepat, kru·ena dianggap mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dari 
sebuah lembaga manajemen kolektif, terlihat dari terlalu banyak campur tangan negara dari awal pembentukan 
dan pengaturan wewenang lembaga manajemen kolektif. (2) Dibandingkan dengan praktek pemungutan royalti 
oleh lembaga sejenis di Amerka Serikat, pemerintah/negara tidak terlalu dominan dalam pembentukan lembaga 
manajemen kolektif, pemerintah berperan untuk memfasilitasi dan mengawasi agar tidak menyalahi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Kata kunci: Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, Kewenangan. 
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STATUS OF LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF AS A COLLECTING SOCIETY IN" 
INDONESIA REVIEWED FROM COPYRIGHTS LAW No. 28/2014 

AND THE IMPLEMENTATION COMPARING TO THE UNITED STATES OF AMERICA 
(Junabiko Alty, 1510112070 , Fakultas Of Law, Anda/as University, 52 pages, 2021) 

ABSTR.A.CT 

Regarding to Indonesia Copyrights Law No. 2812014 Article 1 No. 22, Collecting Society entitled to administrate 
the economic right of copyright holders, or related-right holders in the form of collecting and distributing 
royalty under the power of attorney agreement. Indonesia government set up a National Collective 1\1anagement 
Organization to create a one-door integrated service in order lo simplify royalty collecting process. This study 
aims to ana(vze and describe the status of collecting snciety in lndnnesia and the implication of similar entity in 
the United States. Method of legal writing that I use in this study is normative method, which referred to a library 
research. Result of this study is : (1) Legal constmcfion to establish this collecting society was inadequate, 
because of the government put aside the freedom of contract principle which is the basic principle of the 
collecting society, clear~r demonstrated by how govemment put a lot of interference from the first of 
establishment and mies the authority of collecting society. (2) Compared to royalty collecting by the similar 
entity in the United States, govemment was not dominating for the formation of the collecting societ;~ 
government's role is j ust to facilitates and supervises the parties for not doing activities against the law. 

Kata kunci: Collecting Society, Royalty, Authority. 
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